BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : {9 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARANPERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN

Menimbang

Mengingat

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI OGAN ILIR,

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan

Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2011, perlu ditindaklanjuti dengan  Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai rincian
lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2011

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten
Ogan [lir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4347);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355} ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);



ﬁ

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik

] Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambsahan Lembaran

Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajk
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahufl 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 8234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
! Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4503);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia™Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4576};
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16.

1Z.

18.

19.

20.

23.

27,

25.

26.

27,

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20035 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daecrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan llir Nomor 02 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Sckretariat Daerah
dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 02 Seri
D);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan llir Nomor 03 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
[lir Tahun 2008 Nomor 03 Seri DJ;

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor (04 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Ogan llir (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 04 Seri D}

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan llir Nomor 14 Tahun
2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 11 Tahun
2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun
2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan llip
Tahun Anggaran 2011;



28. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011;

29. Peraturan Bupati Ogan llir Nomor 26 Tahun 2010
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menctapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2011,

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2011 terdiri atas :

1. Pendapatan
4. Pendapatan Asli Daerah Rp. 21.848.833.198,76
b. Dana Perimbangan Rp. 714.824.706.695,00
¢. Lain Pendapatan yang sah Rp. 35.298.320.940,60

“Jumlah Pendapatan  Rp. 771.971.860.834,36

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 321.053.252.246,00
2) Belanja Bunga Rp. -

3) Belanja Subsidi Rp. 360.000.000,00
4) Belanja Hibah Rp. 2.807.058.141,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 3.999.315.609,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 776.849.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 22.811.350.000,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp.  2.041.500.000,00

Rp. 353.849.324.996,00
b. Belanja Langsung

1 1) Belanja Pegawai Rp 12.273.589.800,00
1 2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 86.447.954.087,00
3) Belanja Modal Rp. 117.671.385.076,00

Rp. 216.392.928.963,00

Jumlah Belanja Rp.570.242.253.959,00

Surplus/ (Defisit) Rp.201.729.606.875,36

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan Rp. 29.356.249.789,006

b. Pengeluaran Rp. 166.733.276.391 ,00
§ Jumlah Pembiyaan Neto Rp.(137.377.026.601,94)

Sisa lebih pembiyaan anggaran tahun berkenaan
Rp. 64.352.580.273,42"-



Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Bupati
Ogan Ilir ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran realisasi
anggaran,

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam laporan Il Peraturan Bupati
Ogan Ilir ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati Ogan Ilir ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati Ogan Ilir ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam lembaran Berita Daerah.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 2{;’,}-2012

BUPATI OGAN ILIR

dto
MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya

= ga tanggal, 26 — 4 2012

PI/T. SEKRE' IS DAERAH
KARUPATEN OGAN ILIR, /

P

Ir. H. SOBLI, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611010-198903 1 023

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2012 NOMOR {ﬁ



